WALIKOTA TUAL
PROVINS| MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

Memmbarig : a bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan
Angpgaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 2017 peﬂu ditetzpkan Peraturan Walikota Tual tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjp Daerah Tahun Anggaran 2017 sehagal 1andasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;
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b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. dimaksud pada hyruf 8, perlu menctapkan Peraturan Walikots,
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Befanja Daerah Tzhun Anggaran 2016;

=

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomar 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerash Swatanira Tingkat T dalam wilayah
Daerah Swatantra Tingkat | Maluku (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1645); '

Mengingat :

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme {Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 1999 Nomoy 75, Tambahan, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851); .

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); '

3, 'Undang-UudEnﬂg Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Normor S, Tambakhan Lem!?nran Negara Republik Indonesia Nomor 4335),

6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungawab Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Namor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tghun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambshan Lembaran- Negara Republik
Indonesia Nomor 4438); :

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluky: (Lembaran Negara’
Repuhlik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambatian Lembaran Nersara Republik Indonesia Nomor 4747);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 temtang Pagk dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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11.
12.
13.

14,

15,

 Tatwn 2014 tentang Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tembghan - -

6.

17.

18.

Tabun 2009 Nomer 130, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor [2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraruran Perundang-Undangan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nemor 5234)
Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Ibdonésia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambaban Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-undang Namor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tomor 7,
Tambahan Lembaran NWegara Republik hdonesta Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawsratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralcyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negare Republik Indonesia Tahwn 20M
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tdahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah dubah
terakhir dengan Undang-Undang MNemor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nemor 23

Lembaran Negara Republbic Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemletintahh Nomor 109 Tahun 2000 tertang Keduduken Keuvangan Kepal Decrah dan Walkil Kepals
Daerah (Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2000 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pongawasan atas Penyelenggaraan aerah

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor I65, Tambahan Lemberan Negara Republilc Indonesia -

Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggeta
Dewan Perwakilan Raplkyat Daerah [Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2004 Nomor G0, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44186) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalnva dengan Peraturan
Pemerintah Nomeor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Keliga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
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19,
20,
21.

22,

23.

24,

26.
27,

28,

“BrinTed By SIADA;
Rt s

tentang Kedudukan Protckoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712};
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

Peraturan Pemeriritah Nomor 58 Tahun 2005 téntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan ' Standar Pelayanan
Minimgl [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambehan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan ates Penyelenggaraan Daergh
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaren Negara Republik Indonesia
Nomor 4393j;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuvangan dan Kinerjs Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notmor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor & Tshun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tehun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Talm 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Fer_‘aturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2165];

Peraluran Pemerintah Nomor 02_ Tabhun 2012 tentang_ Hiban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272};

Peralurann Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atss Peraturan Pemerintah Nomor 43 Talun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lentang Desa (Lerebaran Negara Republik
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29.

30.

31,

32,

33,

34.

Indonesia Tahun 20 15 Nomor 157, Tambahan Lerhbaran Negara Republik hdonesia Nomor 57 17);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Danma Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Noma 60 Tahun 201 4. tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [Lembaran Negara Rep_ub]jk indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3864);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keungan dan Adminigtratf Pimpinan dan Anggota Dewsa
Perwaldlan Raltyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaramm
Republik Indoresia Namor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor (7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja, Pemerintah
Daerah sebsgaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 07 Tahun 2006 tentang Standarisasi 5arana dan Prasarana Kerja Pemerintah
Deerah;

Peraturan Menterd Dalam Negen Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengeiclaan Keuangan Daergh,
sebagaimana telah diubah dalarn Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 teutang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 temtang Pedoman Pengelolaan Keuvangsn Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuen Sosial vang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggatan
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahan 2015 tentang Pembentukan Pmduk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Talum 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874} sebagaimana telah diubah

™
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36.

37.

38,

39.
40,

Menetapkan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -Tahun 2017 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Peilaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional {Berita Negara Republik Indonesia Tabhun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tehun 2009 tentang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daeérah Nomor 06 Tahunp 2014 tenraﬂg Peraturan Daerah Kota Tual
Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Tahun 2014 Normor
72, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7081);

Peraturan Da.crah Kote Tugl Nomar 02 Tehun 2016 tentang Pembentulkan dan Susunan QOrganisasi Perangkat Dasrah
Kote Tual;

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daereh Tahun 2017;

Peraturan. Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah Kote Tusl (Lembaran Dacreh Kota Tual Tahun 2017 Nomor 96, Tarmbahan
Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7104,

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angearan 2017 semula berjumlah Rp676729920.458 00 bertambah sequmlah
Rp56.009817562,48 sechingga menjadi Rp732.739838020,48 -dengan rincian sebagai berikut:
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L Pendapatan Daerah
a. Semila
b, Bertambah / (Berkurang)
Juinlah Pendapatan Setelah Perubahan

2. Belanja Daerah
a, Semula
. b. Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Surplus / [ Defisit ) Seteilah Perubahan
3. Femhiayaan Dacrah -

a Penerimaan
1]. Semula
2). Bertambah / (Berkurang)
Jumlah Penerimaan Setelah FPerubahan

b. Pengeluaran
1. Semula
2). Bertambah / (Berkurang)
Jumiah Pengeluaran Setelah Perybahan
Jurnlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan:

Rp  625354.999.761,00
Rp 36757.912.565,.00

Rp 676729.920.458,00
Ro_ 56.009.917562 48

Rp 52.374920697.00

Rp 1825200499748

Rp  1000.000.000,060
(Rp__ 1000000000,.00]

Pasal 2

Rp 662.112.012.326,00

Rp 732.739838.020.48

Rp (70.626.925.694 48)

Rp 706269025.69448

Rp 0,00

Rp_ 70.626.925.60448

Ep 0,00

Penjabaran FPerubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal | dirinci lebin lan jut dalam La-nipiran Peraturan ini
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Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Hibah dan Belanja. Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinei lebih lanjut dalam Lampiran I dan IV dan merupakan hagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Walikots ini

Pasal 5

Peraturan .ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita

Daersh Kote Tual

Ditetapkan di Tual
Fa@ langga! 23 Nopember 2017

| h

Dmndangkan di Tual

NOMOR
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. 4 Lampiranl  PERATURAN WALTKGTA,
Mamgr 41 TAHIM 207
Tangg al : F3Nwvembor 2017
PEMERINTAH KOTA TUAL
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHIN ANGGARAM X7
URALSN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH  (BERKLRANG}
SERELLM PERUBANAN ‘SETELAH PERUBANAN (Rp) %o
£ 2 kS 4 5=-4-3% &
1 PENDAPATAN 625.354.999. 761,00 662.112912.326,00 36.757.912.565,00 e |
1 PENDAPAYAN ASLY DAERAH L NSINGR00 | T 3108183200 14.156865.565,00 5092
1.1.1 Pendapata Pyjak Daerah 2876.322.006,00 4.030.516.716,00 152,504, :ls,un 004
1.1.2 Hesll Retribus Daarah 4 502525, did 0 4882 02500000 A1) AT
1.1.3 Hasil Pengelalagn Kekaysan Dasrsh yang Dipisatkan 1.68L.115.66[, 00 1.681. 11555100 oo 400
1.1.4 tain laln Pendapatan Asi Dasrehygmg Sh ¢ 12.969.860 000,00 ; JREAI0B400 | 10.004.270. 843,00 8023
1.2 DAML PERTMEBANGAN T 035009700000 1 328.589155.000,00 | 2.239.056 0O, 00 I -
1.2.1 Bagl Hasll Falak/Bagl Hasil Sukan Pajak 9976 30,000, 04 & 75052500000 {216545 000,00} (217}
1.2.3 Dana Alokas! Lmum 383,762 291000 00 350.411.973 000,00 (3370.915 000,00 068
1.2.3 Cana Alokasl Khistis L3z Se0ele000.00 3 L18.417.655000.00 | | 5.826.819000,00 4,39
1.3 LAIN-LAIN PENDARATAN DABRAH YANGSAM _ o _?fﬁs 'SNI_'EI,E'}_’ ) _:l_:rl:_rﬂts_s_.‘:ﬁb_l_np_ng 1 2_; 361969000.00 30,30
1.3.1 Panchpatan Hivah 109500000900 20.055.000 00300 19000400,000,00 173516
1.3.3 Cana BagiHagll Prak dsd Prowinsi dan Pememian: Dasrah Laiooa SB2AATZ 100, ) L. 0526100, 00 4.351. 555 640,00 74,84
1.3.4 Dara Pervesudian gan Otenam Khusus ALIT0.043. 060 00 F0LEP0 043,008, 00 (11} ool
2 BELANJA 676.729920.458,00 732739838020, 48 $6,009.912.562, 45 8.2
2.1 - HELAMIA TIDAK LAMGSUNG B -----.@‘f.’?ﬁ .t_l?:l_i P'_' 0 ) _1_4_2.132;246.-115,’5 | {12 ms E 24 ﬁa-i 52} (4 78]
£.1.1 Belan@a Pegawai 1563165 32000904 144532 G19.51 5 4B [13.525%5454,52} {11,423
2.1.3 Balana Subsidi 1904 000 00000 1.500 00000G, o0 nog [Tl
2.1.4 Belanja Hitah 19523700 000,00 243012 18000 00 477 7 S4B.000, 00 24,47
21,7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi!Kabupalen/Kota dan Pemerintahan Desg 65749842, 10 00 70991278500, 0 8.7 41536E00,00 7.2
2.1.8 Betanja Tolak Terduga o _A0coDonggee ¢ 1.099 00D 000,00 | _ £2.000.000.500,00) ) {7=00)
2.1 BELANJA LANGSUNG 421390849300 | _4?9_59?‘_5_31.%5,013 : 55115 742247, 00 16, 13
2.2.1 Bxlarja Pegawal 42 29600, 708 00 A7 133 327 768,00 g, 3015«121]00,130 10,05
2.2.12 Belana Bamang dan Jaza 185.018. 739.0%00 JB0T.933.40] 00 2300120331100 12,43
2.7, Balanja Modal 194592438 18000 235.354.33541 6,00 40B11896936 0o 20498
SURPWJS { (DEFISIF) (51379920697 00) (70.626525.694 48} 19252004597 45} 3747 |
RIHGK.P.S.F.NLPHME.*R.&H FERLIBAHAN AFED HAAMAn _g
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-
an R

‘

T* womor URAZAN JMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
URLT SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Rp) [
T 1 2 3 4 5=4-3 &
—
3 PEMBIA YAAN DAERAH
4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DARRAW [ 52.37 1920657,00 70626.925694,45 18.252004997,48 3485
3.1.1 Sisa Lebih Peshitungan Anggaran Taun Anggarn Sebelumma C SLEreSAess00  TUB26.925.65948 18252.004997,8 | 34,85
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH St ukut0.0n, 00 o gmmmmuu 0o J o (100,00)
3.2.2 Penyertaan Modal (Investast Permerintah Daerah 1NUG.000. 00 AU ono (000.00G000, 08 | 100,00
PEMBIAYAAN METTO 51174.920.697,00 70.626525,694,48 19252 034,997 48 37,47
SISA LEBTH PEMEIAYAAN ANGGARAN TAMUN B ERKENAAN 000 900 - 000 000
ﬂ'.‘:"""m': S =
1
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